SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

| Menimbang

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan
informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan
sederhana;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
Jaya dalam hal pengelolaan akun E-PPID Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a),
huruf (b), dan huruf (c) diatas, perlu menetapkan
Keputusan  Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Operator
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan.......




Mengingat
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Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
Jaya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang l}lomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6.Peraturan.......
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 526 /HM.02-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan  Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur

Pejabat........



Memperhatikan:

Menetapkan

i ol 5

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelo/laan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 156 /Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 169/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Informasi
yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum; ;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 441 / Kpts/Setjen/Tahun
2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi
dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 659/PP.07-SD/09/2024, tanggal 30 April 2024
perihal Pembentukan PPID pada 4 (Empat) KPU Provinsi
Wilayah DOB;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA.
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KESATU : Menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut :

Nama : Yohanes Perdana Apriyatna
NIP : 199204062019031005
Pangkat/Gol. : III b/Penata Muda Tingkat 1
Jabatan : Staf Pelaksana.
KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam hal
pengelolaan akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Puncak Jaya.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 4 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

MARTINUS S. ULUKYANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA



